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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Jin. Adipati Agung No. 42 Baleendah Telp. 022-5940821, 5947264 Fax, 0225947264

i Kabupaten Bandung - 40381

Bandung, 29 Desember 2016

SURAT KETERANGAN
Nomor: B Y, /Kk.10.4/1/Ku.00/ 12 /2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:
NamaMadrasah  ; MTss Darussalam

NSM 121232040210

Alamat : Kp. Negla RT 03/03 Desa Neglasari Kec. Ibun
Kab, Bandung

Nama Kepala :Aep D_ian Qusaeri, $.Sy

Adalah benar salah satu madrasah yang terdapat di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung dan telah memiliki NPSN dengan Nomor: 69955901

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BRS.IONI SURYANA, MBA, MM/,
P.19620616 198703 1 002

Tembusan Yth:
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung (sebagai laporan)
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 562 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

Menimbang

Mengingat

DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat

melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
drasah sesuai deng: dar nasional pendidikan;

. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini

memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor:
Kd.10.4/2/PS.00/3779.1/2015 dan Nota Persetujuan Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0305/ND/IPM/2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian
Madrasah Tsanawiyah Darussalam Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Eistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah ‘dengan
Peraturan Pemerinteh Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Seko! Menengah
Pertama/Madrasah T: iyah, dan Sekolah M h
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah; .

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2012° tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
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12. Peraturan Mcnteﬁ Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:
MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN

KEPUTUSAN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DARUSSALAM.

Memberikan izin jonal pendirian kepada madrasah
sebagaimana temantum dalam | i yang merupak bagian
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang
bersang,kutan wajib:
peikan laporan per 1 drasah kepada Kepala

Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkcmbangan Jumlah peserta dld.lk pelaksanaan kurikulum,
P P sarana prasarana, dan
pelak P h d pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkemb drasah sebagai dimaksud dal
Diktum KEDUA huruf a dinilai hi d 1

minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil ‘akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huru! b mendapat
peringkat minimal C, maka izin op
dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkemb drasah sebagai dimalcsud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai hi

minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akmdmasl
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul’ b udak mmdapat
peringkat minimal C, maka izin operasi

dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juni 2016




